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Abstrak
 

Kegiatan distribusi berfungsi untuk melancarkan arus perpindahan barang dan jasa. Melalui kegiatan

distribusi transaksi pemasaran akan menjadi lebih aman dan terjamin dengan adanya pihak lain yang

memindahkan barang. Namun Pemerintah memberlakukan larangan bagi distributor untuk mendistribusikan

barang secara eceran kepada konsumen. Selain itu produsen dengan skala usaha besar dan menengah

termasuk importir dilarang untuk mendistribusikan barang kepada pengecer. Aturan tersebut dimaksudkan

untuk meminimalisir monopoli perdagangan dan melindungi usaha kecil. Larangan tersebut diterapkan

dalam perizinan berusaha pada sistem OSS yang melarang perdagangan besar dan perdagangan eceran untuk

digabungkan. Oleh karenanya muncul permasalahan bagaimana fungsi dan pelaksanaan perizinan berusaha

bagi pelaku usaha importir sebagai distributor dan pengecer. Untuk menjawab permasalahan tersebut,

penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti peraturan perundang-

undangan dan mengaitkannya dengan fakta di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah nyatanya penerapan

larangan dalam perizinan berusaha tersebut memiliki pengecualian dan celah sehingga pelaku usaha dapat

tetap menjalankan usahanya. Pelaku usaha dapat menjalankan izinnya selama dapat dibuktikan bahwa

sebelum aturan terkait perizinan berusaha diberlakukan, ia memiliki klasifikasi usaha sebagai distributor dan

pengecer. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyarankan perlu adanya pengkajian ulang

terhadap Peraturan Pemerintah terkait pendistribusian barang dengan cara melakukan koordinasi antar

lembaga agar terciptanya aturan dan pelaksanaan perizinan berusaha yang seimbang bagi semua pihak

khususnya importir sebagai distributor dan pengecer. Penyelarasan antara maksud dan tujuan masing-

masing instansi khususnya yang berkaitan dengan bidang perdagangan diperlukan dalam rangka menunjang

perizinan kegiatan usaha.

......Distribution activities function to expedite the flow of movement of goods and services. Through

distribution activities, marketing transactions will become safer and more secure with other parties moving

goods. However, the Government imposes a ban on distributors to distribute goods in retail to consumers. In

addition, producers with large and medium scale businesses, including importers, are prohibited from

distributing goods to retailers. The regulation is intended to minimize trade monopolies and protect small

businesses. This prohibition is implemented in business licensing in the OSS system which prohibits

wholesale trade and retail trade from being combined. Therefore, a problem arises as to how the function

and implementation of business licensing for importer business actors as distributors and retailers. To

answer these problems, this study uses a normative juridical method, namely by examining laws and

regulations andrelate it with facts on the ground. The results of this study are in fact the implementation of

the prohibition on business licensing has exceptions and loopholes so that business actors can continue to

run their business. Business actors can carry out their licenses if it can be proven that before the regulations

related to trying licensing were enforced, they had business classifications as distributors and retailers.
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Therefore, in this study the authors suggest that there is a need for a review of Government Regulations

related to the distribution of goods by coordinating between agencies so that the rules and implementation of

business licensing are balanced for all parties, especially importers as distributors and retailers. Alignment

between the aims and objectives of each agency, especially those related to the trade sector, is needed in

order to support licensing of business activities.


